AGUMALH APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRAS)

~ PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURE
(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)

| BERZDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 35 TAHUN
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Dasar Hukum

Dasar Pelaksanaan

Dasar Penyusunan

Unit Analisis

Ruang Lingkup

Aktor

Muatan (isi)

Penggambaran

Keterkaitan

Ukuran

Kompensasi

KAITAN ANTARA PROSES BISNIS, SOP DAN SISTEM KERJA

PermenPANRB 19/2018

Peraturan Pimpinan Instansi

Dokumen RPJMD (Pemda), Dokumen

Renstra (K/L dan OPD)
Unit Kerja

Instansi/Unit Kerja
Unit Kerja
Sistem

* CFM (Cross Functional Map)

BPMN (SIA-SPBE)

Dasar penyusunan SOP

Efektivitas (sesuai kondisi yang
diharapkan/to be)

Tidak ada

PermenPANRB 35/2012
Peraturan Pimpinan Instansi/Unit
Kerja

SOTK, Renstra, Program,
Kegiatan

Jabatan/Peran
Unit Kerja/Kelompok
Kerja/Individu

Pemangku
Jabatan/Tim/Pengguna jasa

Prosedur
* Kegiatan

Flowcharts

Penjabaran dari Sistem Kerja

Kesesuaian dengan standar mutu
baku (infleksibel)

Tidak ada

PermenPANRB 7/2022
Peraturan Pimpinan Instansi dan
Surat Keputusan/Surat Penugasan

Rencana Kinerja

Jabatan/Peran

Instansi/Unit Kerja/Kelompok
Kerja/Individu

Pemangku Jabatan/Tim

Mekanisme Kerja

* Hubungan kerja

* Peran

* Tahapan

* Manajemen Kinerja

Bagan
Dasar penyempurnaan terhadap
SOP

Efektivitas dan efisiensi (dinamis)

* Angka Kredit
* Honor
* Peningkatan TPP

Perkada, SK Pejabat
Pengelola Kepegawaian

Tingkat Pemda, Tingkat
OPD

Sesuai dengan
Karakteristik Instansi



) panrb DASAR HUKUM

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur
FRETIDEM Pasal 49

REFRUBLIHM Mo OMRESIS

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan

UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA ..
NOMOR 30 TAHUN 2014 kewenangannya wajib menyusun dan
TENTANG melalktsanalkan pedoman umum standar operasional

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN prosedur pembuatan Keputusan.

Pasal 1
MENTERI Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA .. . . . .
DAN REFORMAS! BIROKRASI Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam

REPUBLIK INDONESIA -
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman/acuan bagi

PERATURAN : . : -
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah

DAN REFORMASI BIROKRASI i e . . ,
REPUBLIK INDONESIA provinsi/kabupaten/kota untuk  menyusun  Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut SOP AP) di lingkungan instansi
TENTANG masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

) 2
Be rAKHLAK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Birokrasi.
Horm’onis l;yol A’dcpti; Koloboratil‘(ompemn m e n p G n . g O . i d

NOMOR 35 TAHUN 2012




MEMAHAMI KONSEP DAN URGENSI SOP

Tugas dan Fungsi m

Operasional

Yang harus dilakukan, Bagaimana/Apa,
Kapan, Dimana, dan Oleh siapa

Instruksi tertulis

Terdokumentasi

SOP
“serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan’.

Hakekat  SOP  adalah untuk
menghindari miskomunikasi,
konflik, dan permasalahan pada
pelaksanaan tugas/pekerjaan.

SOP merupakan petunjuk tertulis
yang menggambarkan cara yang
tepat melaksanakan
tugas/pekerjaan.

SOP mengkomunikasikan peraturan
dan persyaratan administratif,
kebijakan organisasi dan
perencanaan strategis bagi
pegawai/pekerja. Atau  dengan
istilah “semua orang membaca
irama musik yang sama”



PRINSIP PENYUSUNAN SOP

Efisiensi dan Orientasi pada Kepastian
Efektifitas Keterukuran Pengguna Hukum

o B o L&
01 03 06 07 08
= e -
Kemudahan Keselarasan Dinamis Kepatuhan
dan Kejelgsan Hukum

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id




uid panrb PRINSIP PELAKSANAAN SOP

EEEEEEEEEEE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

lo‘ TERDOKUMENTASI
a4 DENGAN BAIK

KONSISTEN s2=

06

() SELURUH UNSUR
= MEMILIKI PERAN
PENTING

KOMITMEN %

05 03

PERBAIKAN

MENGIKAT BERKELANJUTAN

( i y 1A Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id




LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN
SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

@ IDENTIFIKASI JUDUL
SOP AP

)

MENYUSUN
DOKUMEN SOP AP

MERUMUSKAN
FORMAT SOP AP

>
BerAKHLAK

-

menpan.go.id




KARAKTERISTIK SOP
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DINAMIS

SOP bersifat dinamis dan dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan dan
perkembangan kebijakan teknis .

P
o

BERORIENTASI PELANGGAN

SOP yang disusun harus berorintasi
terhadap pelanggan baik internal maupun
eksternal dan sejalan dengan sistem
organisasi

SOP yang disusun harus disetujui dan

disahkan oleh pejabat yang berwenang IMPLEMENTATIF

SOP harus dapat diterapkan dan
diterima dalam tataran praktek serta
mudah dipahami pelanggan



LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN SOP

/ Penggambaran Format SOP AP
./ Merumuskan Format

Identifikasi Prosedur Penyusunan

%
2

Menyusu SOP
itu muda M

Identifikasi Judul SOP




Bagaimana menyusun Judul SOP?

Tulis yang anda kerjakan !!

KEGIATAN

Domain
SEHARI-
HARI

JUDULSOP AP

Unit kerja
sendiri




| panrb

KEMENTERIAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

-

PELAKSANAAN PENATAAN >
SOP

¥

PENGINTEGRASIANSOP B
DALAM MANAJEMEN

o

MONITORING DAN EVALUASI I—>

© 00O

SIKLUS PENYUSUNAN SOP

Pembentukan Tim Penataan,
Pelatihan/sosialisasi, dan Penyampaian
Informasi

Penyusunan Kebutuhan, Identifikasi, dan
Penyusunan Dokumen

Perencanaan penerapan, pemberitahuan,
distribusi, pelatihan/pemahaman

Pengumpulan informasi dari pihak
luar/stakeholder/penerima layanan,
Penilaian Penerapan

11



¢ E{gnrb Jenis SOP Berdasarkan Cakupan dan Jenis Kegiatan

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasar sifat dan muatan kegiatan

relatif mempunyai kesamaan Berdasar sifat dan muatan kegiatan relatif
— (umum) baik dari kegiatan yang di | memiliki perbedaan (khusus) dari
SOP-kan maupun dari tahapan kegiatan kegiatan yang di SOP-kan, tahapan
_dan pelaksanaan kegiatan, aktor, dan lokasi penerapan
| Variasi disebabkan perbedaan lokasi e . - g
penerapan Tidak dapat diterapkan di tempat lain
Contoh: Contoh:
: SOP Pelaksanaan Publikasi Hasil Uji
__ SOP Pengelolaan Keuangan di Satker A ] : : .
dan Satker B dengan aktor : KPA, PPK, Laboratorium A pada instansi Z
Bendahara dst Hal ini tidak berlaku di laboratorium lain
meskipun di instansi yang sama.




panrb . . .
Jenis SOP Berdasarkan Sifat Kegiatan

SOP TEKNIS SOP ADMINISTRATIF

e Standar prosedur yang sangat e Standar prosedur yang bersifat
rinci (detail) dan bersifat umum dan diperuntukkan
teknis bagi jenis-jenis Qekerjqan yang SOP RUTIN
o Keg|atan yang dllakUkan Oleh berSIfat admlnIStratlf SOP yang dilaksanakan secara berkala (harian,
satu orang pelaksana « Kegiatan yang dilakukan oleh Dihak ang memerintahkan stau memints -
(aparatur) atau satu lebih dari satu orang
peran/jabatan pelaksana (aparatur) dengan SOP PELAYANAN
[} C|r| |Ebih dal‘i Satu SOP yang akan dilaksanakan apabila terdapat
peran/jabatan pihak eksternal (masyarakat) yang meminta.
e Pelaksana satu orang atau Ciri
satu kesatuan tim kerja atau y
satu jabatan e Pelaksana banyak (lebih dari SOP PENUGASAN

SOP yang akan dilaksanakan apabila ada

Satu apal’atur) atau |Eblh dal‘l penugasan dari atasan kepada bawahan
satu jabatan dan bukan
merupakan satu kesatuan
yang tunggal;

» Berisi tahapan pelaksanaan
kegiatan atau langkah
pelaksanaan kegiatan yang
bersifat makro atau mikro
yang tidak
menggambarkan cara
melakukan kegiatan

e Berisi langkah detail atau
cara melakukan pekerjaan
atau langkah rinci
pelaksanaan kegiatan




Jenis SOP Berdasarkan Cakupan dan Besaran Kegiatan

SOP MAKRO SOP MIKRO

e Mencakup beberapa SOP Mikro yang e Merupakan bagian dari sebuah SOP
mencerminkan bagian dari kegiatan Makro

e Merupakan integrasi dari beberapa SOP e Kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan
mikro yang membentuk serangkaian SOP Makro
kegiatan dalam SOP e Contoh:

e Tidak mencerminkan kegiatan

sesungguhnya dilakukan pelaksana a. SOP Penanganan Surat Masuk

_ b. SOP Pemberian Tanggapan Terhadap
» Contoh: Surat Masuk

SOP Pengelolaan Surat c. SOP Pengiriman Surat

d. SOP - SOP tersebut merupakan SOP
Mikro dari SOP Pengelolaan Surat




Jenis SOP
Berdasarkan
Cakupan dan
Kelengkapan
Kegiatan

e —

e Berdasar cakupan kegiatan telah menghasilkan
produk utama yang paling akhir atau utama

e Contoh:
a. SOP Penyusunan Pedoman
b.  SOP Penyelenggaraan Bimtek

e Berdasar cakupan kegiatan belum menghasilkan
produk utama yang paling akhir atau utama
e Contoh:
a. SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman
merupakan bagian dari SOP Penyusunan Pedoman

b. SOP Penyiapan Penyelenggaraan Bimtek merupakan
bagian dari SOP Penyelenggraan Bimtek
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PROSES

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

03
,vcﬁc
N

Domain Unit Kerja
Sendiri

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kegiatan

sehari-hari
SELESAI

OFF PAGE CONNECTOR -
WRITE WHAT YOU DO !!!



panrb CONTOH PENULISAN SOP

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Py NOMOR S0P | KIPANRBAD.V/4100Y2011
-‘y.» B
; \ TOL PEMBUATAN [ 012011
! ) :
j‘i A ToLREVIS! : 1. | Menugaskan Kasubid unuk Agenda 5 ment | Disposisi
L § mempersiapkan konsep laporen ? Keria
N TOL EFEKTIF 8 Agustaa 2011 konsinyering 1
LY
- DISAHKAN OLEH Avsten Duout Pangamontgan Sisem dan Prosadur 2. | Memenniahkan analis unbak Dispasisi 1o ment | Diaposisi
Pamarntahan mengumpulkan Dahan laporan
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA / konsinyening
I [ -
DAN REFORMAS| BIROKRAS R % | Mergemgias den menyershian bahan Disposisi | 1hen | Bahan S0P
DEPUTI BIDANG TATALAKSANA Ne konsinyenng kepada Kasubid I I Laparan, Pangumpul
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SISTEM DAN Dhaposie: n Bahen
PROSEDUR PEMERINTAHAN NAMA S0P " PENBUATAN LAPORAN KONSINYERING 4. | Mengonsep laponan konsinyenng dan — Bahan 2 jam Konsep
menyershkan kepada Kabid "Jj Lapaoran Laparan,
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA: Disposisi
1. Parsuren Presidzn Regudik Indonesis Nomar &7 Tahun 2003 nteng [ 1. Memiik kemampusn pengolsnan dsta saderhens 5. Mmm konsep laporan konsinyenng. Konsep 1 jam M Laporan,
Pamyentucan denOrganisas KemenieranNegers 2 Mengetahuiiugss dan fungsi Sstemden Prossdur Pemennighen Jika setuju menyvampalkan kepada Asdep. L Ticlak Lapaoran Disposisi
2 Pasuran Paaden Repub Indonesin Nomor 24 Tatun 2010 wnlang | 3. Mangeiahul luges dan fungal mekansme pergusten aporan Jika lidak setuju menyerahkan kepada
Kaduduean Tugen dan Fungs Kamenken Negan mts Sunnm iperta
Oraninant Togan, dan Fuage Esalon | Kemwaiesan Negmn Kawubid enbuk d s | ¥a
A CN A A L T Tl 0 T 0 iy 6. | Memeriksa crat lagoran konsinyening. Jika Oraft fjam | Laporan,
Orgenisas Dan Tats Keng hementzngn PANGen R seluju menandatangani dan menyershkan anorEn Disposisi
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN kepacta Kabid. Jika bdak seuju ok
mengembalkan kepada Xabid uniuk Ya
1 SOF Palaanaan Komnyerng 1 Lamonrkons /Rencans Kers dan Anggann dipsrbaik.
2. SOP Pendokumentasien Laporan Konsinyenng 2 TermofRefference '
3. SOF Pencarsn AnpgaranKonsmyenng 3. KomputerPrntzrScamer T Menyarahkan laporan Konsanyenng Lagoran 10 ment | Disposis
4 damgen intamat kepada Kasubdit untuk didokumentasikan,
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN: ] Menyerahkan laporan konsmysnng ke pada E Laporan 10 ment | Deposs
. N Analis untuk didokumentasikan
Apa0 3 Laporen Ronsnyany BrEmOst dous maks zlakanazn @gate |- D Smo8n 320802 021 2 2kI0NK 220 MENUS
Konsayzting barkutnys skantenunds, ] Mendokumentasikan |Laporan f: Lapoan 15 menit | Laporan, Buldi
Konginyering Dokumnearilasi




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KOMPONEN DOKUMEN SOP AP

Sumber:

Logo/Lambang
|, Kementerian/
Lembaga/Pemda

: Unsur Dokumentasi
weNTER) e bl ——p o ormer * Halaman Judul (Cover)

PENDAYAGUMNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA ° Keputusan Pimpinan
PERATURAN e Daftar isi dokumen SOP AP

Tahun
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 012 ————— pombuatan ] .
DAN REFORMASI BIROKRASI e Pe nJeIasan Sl ngkat
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2012 penggunaan

Kementerian/Lembaga/Pemda

TENTANG [ A— — Alamat Instansi
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Telepon:
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN [0 =

Mo, Fegistas Wiets Baks

ROMOR 507 KUPAN-AE/Z. V400172011 Kaoid | Kasubid | pnais | Asaep wakis ouiput

TOL PEMBUATAN | 80121 1| Memgasken Kasubid unisk Agenda 15 ment | Disposisi
e e kan kiiesen aporen Hatjn

TGL. REVIS! B komnyemg

TGL EFERTIF : BAgususTN 2 Memerniahkan analis uriuk
Fangemhangan Satem dan Prawscur mengumpulkan bahan lapcran
= an komsnyenng

Dispoesisi 1Ement | Disposs

[ SAHKAN OLEH

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA - ) g // 3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Dizpesisi 1 hari Bahan )
[N REFORMASI BIROKRAS] e [ knnsinyarng kepeds Kasubid Laporan, Fenpumpu-
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata e Déspaeis & Bahen
aksana T
- _ b 4 Mengonsep apoan konsimyenngdan Bahan 2jam Konsep U P d
Asdep Kelembagaan dan Tata Laksana HANA 30F . REMBLATEH LAPORAN KOHSINYERING menyerahkan Mahid Leporm Laperan n S u r rO S e u r
Polhukam dan Pemda r Disposs
. .
L1 B4R HUKUM: HLIALIFIRAS| PELAK SANA: 5 Miameriea konssn Bporn kansinysing Hangep 1 jam Dl Lgeoiin, [ J B I d t t
T — S | | | agian Identitas
. " 2 dan nan Jitdak setup marwrahien kepacs -
4 o1l ] t el Kasubed uniuk diperbaki ¥al

.
1 Memerksa drafl lapoan konsinyenng. Jka ! Dirat 1jam Laporan, [ ] B a I a n F | OWC h a rt
setuj menandatangani dan menyerahkan Laporan Di=posisi
kepada Kabid. Jika tidak setip

mangambsiken kepads Kabid unik
diparbaki

Sraaamn T Menyerahkan laporan konsimyening
kepada Kasuball uniuk didokumeniigion
B Menyerahion lporan koasimyeing kepada Loponn Dment | Disposis

Tidak
FPERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATARN: Araks Uniuk E0KuEnTiGEn I I 18

Laporn Wmeni | Dizposis

“zasis LemsiEn Kotenysnng mriemost Oous mess pelssssnEst sepeie | - D smoEn sssegs) eie s cmn & oen menaE a Wi ook e s i Lapaoean
Hzmanpm g Serein e Boantatuncs, Komshyering

Laparan 15 ment | Laporan, Bukti
Duckumentesi
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Evaluasi
Standar Operasional Prosedur

Selama penerapan, monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara
berkala sesuai kebutuhan organisasi, monitoring dilakukan secara
reguler setiap 6 bulan;

Melakukan evaluasi terhadap tingkat keakuratan dan ketepatan SOP
dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
sehingga organisasi berjalan secara efisien dan efektif

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menyempurnakan
SOP pada tahapan siklus selanjutnya

,
................................ menpan.go.id



panrb IMPLIKASI PERMENPAN 7/2022 TERHADAP PROSES BISNIS DAN SOP

KEMENTERIAN

PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGARA Penyederhanaan Proses dan Prosedur

DAN REFORMASI BIROKRASI

SEBELUM PENYEDERHANAAN SETELAH PENYEDERHANAAN

1. Menugaskan.Kasgbiduntukmempersiapkan konsep AgendaKerja 15 menit Disposisi 1. Mempersiapkan pembagian tugas Agenda 45 menit Jadwal Kerja

laporan konsinyering (i penyusunan konsep laporan konsinyering Kerja, Bahan

Hasil
Konsinyering
1

2. Memerintahk.an ar:lalisuntukmengumpulkan bahan Disposisi 15 menit Disposisi 2 Menyusun konsep laporan konsinyering dan Bahan 1 hari Konsep

laporan konsinyering menyampaikan kepada Asdep | | | | Laporan Laporan
s ﬂir;?:rzlsimkizdzarz;ﬁzhkm bahan Disposisi 1 hari giashzr;:.;pcran, gg: umouk-an 3. Memeriksa draft laporankonsinyering. Jika I I Konsep 1jam Laporan SOP

yeringkep [ P Bahgn P setuju menandatangani dan menyerahkan . * Laporan Konsinyering Pengumpul-an
kepadaarsiparis untuk didokumentasikan. Tidak Bahan
Jikatidak setuju mengembalikan kepada NS Ya

4. Mengonsep laporan konsinyering dan menyerahkan BahanLaporan | 2jam Konsep Laperan, Koordinator JF untuk diperbaiki.

kepadaKabid Disposisi

|_:| 4. Mendckumentasikan Laporan Konsinyering Lapcran 15 menit Daftar Arsip SoP
|- | ' Kansinyering Pengarsipan

5. Memeriksa konseplaporan konsinyering. Jika setuju Konsep 1jam Draft Laporan,

menyampaikan kepada Asdep. Jika tidak setuju Laporan Disposisi

menyerahkan kepada Kasubid untuk diperbaiki. Tidak

y —— - Y -

6. Memeriksadraft laporan konsinyering. Jika setuju Draft Laporan 1jam Laporan,

menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Disposisi

Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid

untuk diperbaiki.

Tidak Ya

7. Menyerahkan laporankonsinyering kepada ‘ Laporan 10 menit Disposisi

Kasubdit untuk didokumentasikan.
8. Menyerahkan laporan konsinyering kepada Analis Laporan 10 menit Disposisi

untuk didokumentasikan. ]
9. Mendokumentasikan Laporan Konsinyering. Laporan 15 menit Laporan, Bukti SOP

C:) Dokumentasi Pengarsipan
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PENYELARASAN SOP DALAM SISTEM KERJA BARU

Identifikasi adanya perubahan kebijakan, tugc:s, fungsi, dan kegiatan (tahapan
kegiatan, pelaksana, mutu baku, teknologi) dalam system kerja baru.

Identifikasi unsur-unsur SOP yang terdampak perubahan sistem kerja baru.
Lakukan perubahan SOP berdasarkan sistem kerja baru:

Perubahan tahapan kegiatan

Perubahan pelaksana kegiatan

Perubahan mutu baku (kelengkapan, waktu, output)

Perubahan identitas SOP (judul, dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan,
perlengkapan/kelengkapadn, peringatan, serta pencatatan dan pendataan)

Eenetopcm SOP menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan berdasarkan sistem kerja
aru.

Internalisasi SOP kepada para pelaksana SOP.
Implementasi SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai sistem kerja baru.
Monitoring dan evaluasi implementasi SOP dalam pelaksanaan sistem kerja baru.

,
................................ menpan.go.id
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